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ABSTRACT 

  

The preparation of the Detailed Spatial Plan (RDTR) in Pati District began in 

2022, but as of July 2024, the Regent's Regulation on RDTR has not yet been 

issued. According to Government Regulation No. 21 of 2021, the preparation and 

establishment of RDTR should take a maximum of 12 months. This study aims to 

determine the completeness of requirements in the preparation and mechanisms 

that have been implemented in the preparation and establishment of RDTR in Pati 

District, identify obstacles, and formulate solutions. 

The research method used is descriptive qualitative. Informants in this study 

include the Head of Spatial Planning and Land Affairs at the Public Works and 

Spatial Planning Office (DPUTR), Functional Spatial Planning Officials in the 

Spatial Planning and Land Affairs Division, as well as Civil Servants in the 

Spatial Planning and Land Affairs Division and Functional Officials at the 

Environmental Office of Pati Regency. Data collection was done through 

interviews, observations, and literature studies. 

The results show that the requirements for preparing RDTR are complete 

according to ATR/KBPN Regulation Number 11 of 2021. The preparation 

mechanism has reached the assistance/clinic stage at the Ministry of ATR/BPN. 

Obstacles that emerged during the process of preparing and establishing RDTR 

include technical constraints in implementing the Pati District WP policy, limited 

data in preparing RDTR, difficulties in determining zone boundaries in the spatial 

pattern plan, difficulties in aligning RTRW, constraints in preparing and 

integrating KLHS, stakeholder involvement/participation and human resources 

preparing RDTR, and obstacles in the RDTR establishment process related to 

assistance/clinics with many corrections and scheduling issues. Possible 

alternative solutions to overcome these obstacles include one map policy, 

acceleration of acquisition techniques and addition of human resources in the field 

of mapping in the regions and map assistance teams at the center, forming a 

special work team focusing on KLHS validation. For limited budget and human 

resources, it is suggested to carry out budget efficiency by optimizing existing 

resources, collaborating with universities, and seeking alternative financing from 

private grants. 

Keywords: RDTR, Implementation, Obstacles. 
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BAB I                                                                                                    

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Negara berkembang identik dengan laju pertumbuhan penduduk yang 

tinggi. Tingginya laju pertumbuhan penduduk menyebabkan perkembangan 

wilayah menjadi berkembang sangat pesat (Sari, 2012). Perkembangan ini 

harus diterima dengan segala dinamika persoalan yang terjadi. Perkembangan 

budaya dan meningkatnya kebutuhan masyarakat menjadi penyebab utama 

terjadinya perkembangan wilayah (Sutaryono, 2007). Kebutuhan masyarakat 

akan ruang untuk hidup dan melakukan aktivitas semakin tinggi seiring 

dengan meningkatnya jumlah penduduk. Hal ini sering kali menyebabkan 

distribusi yang tidak merata sehingga perlu adanya penataan ruang untuk 

mengatur itu semua. 

Penataan ruang adalah salah satu aspek penting dalam pembangunan 

wilayah, karena berkaitan dengan penggunaan dan perlindungan sumber daya 

alam, lingkungan hidup, dan kearifan lokal. Penataan ruang bukan hanya 

sekadar dokumen bagi wilayah, tetapi juga merupakan cerminan nilai-nilai 

pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Selain itu penataan ruang juga 

berpengaruh terhadap kesejahteraan, keadilan, dan keamanan masyarakat. 

Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan 

penataan ruang sesuai dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang. Kewenangan tersebut meliputi perencanaan, pemanfaatan, 

pengendalian, dan pengawasan penataan ruang di wilayahnya (UU 26 Tahun 

2007). Pemerintah daerah juga harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat 

dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN dan pemerintah 

daerah yang bersebelahan dalam hal rencana penataan ruang. Untuk mengatur 

pelaksanaan dari undang-undang tersebut maka dibutuhkan aturan 

pelaksanaan yang jelas dan terperinci. 

Pada tanggal 02 Februari 2021, diterbitkanlah Peraturan Pemerintah 

Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Peraturan 
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Pemerintah ini merupakan turunan dari UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja yang telah dicabut dan digantikan dengan Undang-undang Nomor 6 

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang. 

PP 21 Tahun 2021 merupakan sebuah kerangka hukum yang ditetapkan oleh 

pemerintah dengan tujuan untuk mengatur dan mengelola tata ruang secara 

efisien dan berkelanjutan. 

Dalam penyelenggaraan penataan ruang terdapat tiga aspek. Pertama 

yaitu tahap awal meliputi perencanaan tata ruang. Tahap tersebut berfokus 

pada rancangan implementasi pola ruang. Kedua ada pemanfaatan ruang 

berkaitan dengan bagaimana mengoptimalkan penggunaan lahan yang selaras 

dengan tata ruang yang berlaku. Dan terakhir pengendalian pemanfaatan 

ruang dengan maksud penyelenggaraan penataan ruang tetap menjaga 

kepatuhan terhadap ketentuan RTR dan prosedur perolehan izin (KKPR). 

Perencanaan tata ruang adalah proses yang bertujuan untuk menentukan 

struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang. Ini melibatkan penyusunan dan 

penetapan rencana tata ruang yang menjadi dasar bagi pengaturan wilayah. 

Instrumen perencanaan penataan ruang terdiri dari rencana umum dan 

rencana rinci. Rencana umum yang harus disusun oleh pemerintah adalah 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). RTRW merupakan dokumen 

perencanaan strategis yang bertujuan untuk mengatur tata ruang suatu 

wilayah secara komprehensif dan berkelanjutan. Selain RTRW pemerintah 

juga harus menyusun rencana tata ruang yang lebih rinci yaitu Rencana Detail 

Tata Ruang (RDTR) kabupaten/kota yang lebih spesifik dan terkait dengan 

tingkat lokal. RDTR digunakan untuk memberikan pedoman, landasan, dan 

detail yang lebih spesifik terkait pengelolaan tata ruang suatu wilayah. RDTR 

juga merupakan alat pelaksana yang mengkonkretkan kebijakan umum yang 

terdapat dalam RTRW. 

RDTR dan Peraturan Zonasi adalah dua hal yang saling berkaitan dalam 

perencanaan penataan ruang di tingkat kabupaten/kota. RDTR merupakan 

rencana rinci tata ruang yang mengatur penggunaan lahan pada tingkat lokal. 



 

3  

Sedangkan Peraturan Zonasi adalah aturan yang menetapkan batasan-batasan 

dan ketentuan-ketentuan mengenai pemanfaatan ruang di setiap zona yang 

ditetapkan dalam RDTR. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 

2021 Pasal 55 “penyusunan RDTR kabupaten/kota dapat mencakup kawasan 

dengan karakteristik perkotaan, karakteristik perdesaan, serta kawasan lintas 

kabupaten/kota”. Sehingga  dapat disimpulkan bahwa RDTR merupakan 

perencanaan yang mendefinisikan sebuah wilayah perencanaan. 

Dalam proses penyusunan RDTR, integrasi manajemen risiko bencana 

menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan secara menyeluruh. Hal ini 

sejalan dengan penelitian Zakina dan Pamungkas (2019) yang menekankan 

perlunya mempertimbangkan berbagai jenis bencana seperti banjir, gempa 

bumi, kebakaran, dan lain sebagainya. Rencana tata ruang yang berbasiskan 

bencana merupakan langkah untuk mengurangi risiko dan meningkatkan 

keselamatan (Buchori et al., 2013).  Selain itu RDTR juga memperhatikan 

pola peruntukan lahan untuk berbagai kegiatan seperti pemukiman, industri, 

pertanian, kawasan hijau, dan lainnya. Hal ini membantu menghindari konflik 

penggunaan lahan. 

Menurut ketentuan PP No. 21 Tahun 2021, RDTR harus dimiliki oleh 

setiap kabupaten/kota karena ada korelasi dengan proses pemanfaatan ruang 

dan perizinan berusaha. Namun kenyataannya hingga Maret 2024, 

berdasarkan data dari Protaru Tata Ruang ATR/BPN baru terdapat 458 RDTR 

yang telah ditetapkan terdiri dari RDTR daerah, RDTR KPN dan RDTR IKN 

dari total kebutuhan sekitar 2.000 RDTR. Dari jumlah tersebut, 220 peraturan 

bupati/walikota RDTR telah diintegrasikan dengan layanan OSS (Peraturan 

Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021). 

Sejalan dengan itu, sebagai langkah konkret untuk melaksanakan 

undang-undang, dilakukan upaya percepatan penyelesaian penyusunan RDTR 

di banyak daerah, mengingat capaian dan penetapan dari produk RDTR yang 

masih sangat rendah. Menurut Sutaryono dan Dewi (2021) dalam 

penelitiannya menyatakan bahwa pemanfaatan neraca penatagunaan tanah 

(NPGT) dapat digunakan untuk percepatan penyusunan RDTR dan PZ karena 
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di dalam NPGT memuat data dan informasi terkait penguasaan, penggunaan, 

pemanfaatan lahan dan ketersediaan lahan serta peruntukan lahan yang 

selama ini sulit didapatkan. Namun perlu diperhatikan karena skala NPGT 

yang dipersyaratkan berdasarkan tata cara kerja neraca penatagunaan tanah 

adalah paling besar 1:10.000 untuk kota. Sedangkan skala peta yang 

dipersyaratkan untuk penyusunan RDTR dan PZ adalah minimal 1:5000. 

Untuk itu perlu didetailkan lagi agar sesuai dengan input data dalam 

penyusunan RDTR (Puttung dan Perdana, 2019). 

Selanjutnya menurut Sutaryono (2019) beberapa permasalahan yang 

dihadapi dalam keterlambatan penyusunan RDTR-PZ adalah: (1) rendahnya 

political will dan komitmen pimpinan daerah untuk menyusun RDTR. (2) 

ketersediaan data dan informasi spasial dengan skala 1:5000 yang sangan 

terbatas (3) Sumber daya manusia yang tersedia masih kurang, baik jumlah 

maupun kualitasnya. (4) Anggaran terbatas, baik dalam kajian, penyusunan 

naskah akademik hingga legalisasinya. Sering kali anggaran yang dibutuhkan 

untuk menyusunnya lebih besar dibandingkan untuk membuat RTRW; (5) 

Terdapat konflik kepentingan. Karakteristik RDTR-PZ yang rinci dan bersifat 

mengikat membuat pemerintah daerah enggan untuk menjadikan peraturan 

daerah bahkan ada anggapan terkait RDTR-PZ yang menghambat investasi di 

daerah. 

Kabupaten Pati merupakan salah satu kabupaten yang terletak di 

Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten ini memiliki potensi yang besar dalam 

bidang pertanian, perikanan dan industri. Untuk mengatur tata ruang 

wilayahnya, Kabupaten Pati telah menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah 

dalam Perda Kabupaten Pati No. 2 tahun 2021 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Pati No. 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030. Berdasarkan Pasal 13 

Ayat 6 di dalam perda ini disebutkan bahwa wilayah kecamatan di Kabupaten 

Pati akan disusun rencana rinci tata ruangnya berupa RDTR yang ditetapkan 

dengan Peraturan Bupati. 
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Kecamatan Pati adalah salah satu kecamatan di wilayah Kabupaten Pati 

dan merupakan pusat kota. Kecamatan Pati memiliki pertumbuhan yang pesat 

dan perlu penataan ruang yang baik agar tidak berdampak negatif pada 

lingkungan dan masyarakat (Yuniartanti, 2022). Sesuai perintah di dalam 

Perda. RTRW Kabupaten Pati penyusunan RDTR di Kecamatan Pati menjadi 

suatu keharusan yang segera dilakukan untuk mengatur tata ruang dan 

mendukung pembangunan yang berkelanjutan. 

Dalam penyusunan RDTR, sering kali menghadapi kendala, termasuk 

mekanisme dalam proses penyusunan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Santoso, dkk (2020) menunjukkan bahwa salah satu kendala yang sering 

muncul adalah ketidaksiapan peta untuk penyusunan RDTR dan skala peta 

tematik yang tidak sesuai. Kendala ini menjadi penting karena peta dasar dan 

peta tematik memiliki peran yang sangat vital sebagai landasan utama dalam 

proses penyusunan RDTR.  

Proses penyusunan RDTR di Kecamatan Pati sudah dimulai pada tahun 

2022. Namun hingga saat ini belum ada peraturan bupati yang telah 

ditetapkan. Menurut PP 21 tahun 2021 penetapan RDTR paling lama harus 

dilakukan dalam waktu 12 bulan sejak pelaksanaan penyusunan. Hal ini 

menciptakan implikasi dan permasalahan terkait keterlambatan penetapan 

RDTR di tingkat kecamatan tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria 

dan Tata Ruang/KBPN Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara 

Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan 

Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan 

Rencana Detail Tata Ruang, dengan rinci menjelaskan proses penyusunan 

RDTR dapat diimplementasikan di Kecamatan Pati.  

Implementasi sering kali dihadapkan pada berbagai kendala sehingga 

menyebabkan keterlambatan dalam penyusunan RDTR. Keterlambatan dalam 

penyusunan RDTR dapat berdampak negatif terhadap pengembangan 

wilayah, pembangunan infrastruktur, dan pengelolaan lingkungan di 

Kecamatan Pati. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman mendalam 

mengenai persyaratan dan mekanisme terkait penyusunan RDTR serta faktor-
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faktor yang menyebabkan keterlambatan dalam penyusunan RDTR. Dengan 

melakukan penelitian ini, dapat ditemukan solusi dan rekomendasi untuk 

mempercepat proses penyusunan RDTR di Kecamatan Pati. Penelitian ini 

juga dapat memberikan masukan bagi stakeholder dalam perbaikan kebijakan 

dan prosedur yang berkaitan dengan penyusunan RDTR di masa mendatang. 

B. Rumusan Masalah Penelitian 

  Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 mengamanatkan proses 

penyusunan dan penetapan RDTR memiliki batas waktu yaitu paling lama 12 

bulan terhitung sejak pelaksanaan penyusunan RDTR, namun di Kecamatan 

Pati proses penyusunan RDTR sudah sejak tahun 2022 sampai sekarang 

belum selesai. Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas dapat diambil 

rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana persyaratan penyusunan dan mekanisme penyusunan dan 

penetapan RDTR di Kecamatan Pati? 

2. Apa problematika atau kendala dalam penyusunan dan penetapan RDTR 

di Kecamatan Pati? 

3. Bagaimana solusi terhadap problematika atau kendala dalam penyusunan 

dan penetapan RDTR di Kecamatan Pati? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Mengetahui kelengkapan persyaratan dan mekanisme yang telah 

dilaksanakan dalam proses penyusunan dan penetapan RDTR di 

Kecamatan Pati. 

b. Mengidentifikasi problematika atau kendala yang muncul selama proses 

penyusunan dan penetapan RDTR di Kecamatan Pati. 

c. Merumuskan alternatif solusi yang mungkin untuk mengatasi berbagai 

problematika atau kendala yang diidentifikasi dalam proses penyusunan 

dan penetapan RDTR di Kecamatan Pati. 
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2.  Manfaat Penelitian 

a. Manfaat akademis penelitian ini adalah menambah pengetahuan penulis 

mengenai persyaratan, mekanisme, dan problematika atau kendala 

dalam proses penyusunan RDTR serta solusi dari problematika tersebut. 

b. Manfaat praktis penelitian ini adalah dapat dijadikan bahan masukan 

bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pati dalam meningkatkan efisiensi 

dan efektivitas dalam penyusunan RDTR di Kecamatan Pati maupun 

kecamatan lain yang akan datang. 
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BAB VIII                                                                                               

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Persyaratan yang diperlukan dalam proses penyusunan RDTR di 

Kecamatan Pati sudah lengkap dan sesuai dengan Peraturan ATR/KBPN 

Nomor 11 Tahun 2021. Mekanisme dalam proses penyusunan dan 

penetapan RDTR di Kecamatan Pati meliputi persiapan, pengumpulan data 

dan informasi, pengolahan data dan analisis, penyusunan konsepsi RDTR, 

penyusunan rancangan peraturan bupati tentang RDTR, pengajuan lintas 

sektor. pengajuan persetujuan substansi, pembahasan rancangan  peraturan 

bupati dan penetapan RDTR. Saat ini RDTR Kecamatan Pati sudah pada 

tahap asistensi/klinik di Kementerian ATR/BPN sebelum pembahasan 

lintas sektor. 

2. Problematika yang muncul selama proses penyusunan dan penetapan 

RDTR adalah kendala Teknis dalam implementasi kebijakan WP 

Kecamatan Pati, keterbatasan data dalam penyusunan RDTR, kesulitan 

menentukan batas zona dalam rencana pola ruang, kesulitan 

menyelaraskan RTRW, kendala dalam penyusunan dan integrasi KLHS, 

keterlibatan/partisipasi stakeholder dan SDM yang menyusun RDTR. 

Kendala dalam proses penetapan RDTR terkait dengan asistensi/klinik : 

(a) adanya perubahan batas WP Kecamatan Pati; (b) proses mengulang 

asisensi di BIG; dan (c) pengaturan jadwal dan konsultasi di Kementerian 

ATR/BPN. 

3. Usulan solusi yang mungkin untuk mengatasi berbagai problematika atau 

kendala yang diidentifikasi dalam proses penyusunan RDTR di Kecamatan 

Pati yaitu Kebijakan Satu Peta yang berbasis spasial dalam rangka 

pemenuhan walidata. percepatan teknik akuisisi, pengolahan dan 

penambahan SDM di bidang perpetaan di daerah dan tim asistensi peta di 

pusat selain itu untuk mempercepat proses koordinasi dengan mengadakan 

rapat rutin dan lebih intensif antara pihak penyusun RDTR dan BIG. 
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membentuk tim kerja khusus yang berfokus pada validasi KLHS. 

Anggaran dan SDM yang terbatas., disarankan untuk melakukan efisiensi 

anggaran dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada, melakukan kerja 

sama dengan pihak unversitas dan mencari alternatif pembiayaan lain dari 

hibah swasta. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh, penulis 

mencoba memberikan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Penggunaan Peta Bidang Tanah sebagai dasar penetapan dan penegasan 

batas desa definitif. 

2. Optimalisasi kinerja Pokja Tim penyusun KLHS melalui pemanfaatan 

teknologi untuk kerja tim dan buat target mingguan serta jalin komunikasi 

yang intensif dengan DLH Provinsi agar KLHS segera bisa tervalidasi 

dan terintegrasi dengan muatan RDTR.  

3. Pemerintah Kabupaten Pati dapat memberikan pelatihan kepada pegawai 

DPUTR Kab. Pati dan DLH Kab. Pati untuk meningkatkan keterampilan 

dalam penyusunan RDTR dan KLHS dengan menggunakan teknologi 

GIS terbarukan. 
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